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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada
lahirnya saja melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat
dengan perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua
belah pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh
dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah
sepakat untuk melangsungkan perkawinan , maka mereka harus taat pada peraturan hukum
yang berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut.

Perkawinan di anggap syah apabila memenuhi dan sesuai dengan syara’baik dari
rukun maupun syarat perkawinan itu., dan perkawinan bisa batal apabila perlangsungan
perkawinan itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rukun perkawinan tersebut, dan juga
perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang
syarat-syaratnya. Di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal
38 di sebutkan bahwa perkawinan dapat putus di karenakan :a) Kematian , b) Perceraian c)
Atas Putusan Pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan
perkawinan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yang mana
salah satu syarat tersebut adalah tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain.

Pembahasan skripsi ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode : a)
wawancara, untuk memperoleh data maka penyusun mangadakan wawancara dengan hakim
di pengadilan Agama purwokerto dan juga aparat yang terkait dalam perkara ini. b)
Dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen yang berupa berkas perkara
pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam kajian pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama
Purwokerto memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan bukti berdasarkan alat bukti
surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Pertimbangan
pengadilan Agama Purwokerto ini khususnya hakim adalah di dsarkan pada kemaslahatan
dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar syariat Islam dan
melanggar hokum atau peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama, Pemalsuan Identitas
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Contoh: S,  ditulis Wakkala

-

ale ditulis ‘illah
C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. bila dimatikan ditilis h

Contoh : “ae  ditulis Sadagah

3, ditulis Jariyah

Vil



(Ketentuan ini tidak dipertukan datam kata-kata arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki aslinya).

2. Bila ditulis dengan kata sandang al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditutis dengan h.

Contoh : 13,1\ 4. ditulis Sadaqah al-Mauqufah

D. Vokal Pendek

Fathah (7 )ditulis a, kasrah ( ) ditulis i dan dammah ( .2 ) ditulis u,
7

Contoh:  Lasy ditulis Waqafa
JoS ditulis Kamila

e ditulis Hasuna

E. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis 3, bunyi i panjang ditulis 'f dan bunyi u panjang ditulis u.

1. Fathah + alif ditulis a

Contoh : sty ditulis Waqif

2 Kasrah + ya’ mati ditulis i

Contoh : Jebs ditulis Dalilun

3. dammah + wawu mati ditulis u

Contoh: g, ditulis Maugif
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F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ditulis ai

Contoh:  jied  ditulis ab-Sairdzi

2. Fathah + wawu mat ditulis au

Contoh - s ditulis Qaum

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan

apostrof

Contoh: 4,4  ditulis A’aqrartum

LY ditulis La’amla’anna

H. Kata Sandang Alif + Lam

B

Bila ditkuti huruf Qamariyah

Contoh ; RERE ditulis al-I;Iadis

Bila di tkutt hurutf syamsyiah di tulis dengan huruf syamsyiah yang
mengikutinya, serta tidak menghilangkan huruf | (el)nya.

Contoh : al ditulis al-Sunnah

alad ditulis al-Syafi’i



I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dan menurut penulisanya

Contoh : wassh |sf  ditulis Ahl al-Wagf.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki
dan perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat hidup sebagai suami
istri dalam suatu ikatan perkawinan dan membangun rumah tangga yang
harmonis. Oleh karena itu diperlukan suatu ikatan perkawinan yang kekal.

Di dalam Undang-undang no.! tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan
bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami 1stri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”"

Dengan pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut.
tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga,
material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan keluarga
yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci,
yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga

dipertanggungjawabkan kepada-Nya.”

! Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

) H. Syaidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya
(Ditiry’c}n dari segi Hukum Istam), cet 1 (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 10.



Untuk mencapai tujuan di atas, unsur vang harus ada adalah persetujuan
dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetuyjuan dan kejujuran itu
berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam
menjalani hidup berkeluarga.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk
melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk
pada peraturan hukum );ang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku
selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.”

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyat seorang
suami.” Namun demikian sesuatu yang tidak lazim terjadi adalah scorang wanita
mempunyai lebih dari seorang suami (pofiandri). Maksudnya, wanita tersebut
masih menjadi istri atau masth terikat perkawinan dengan orang lain dan ia kawin
lagi dengan pria lain. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan itu dilakukan
dengan diam-diam tanpa menghiraukan peraturan hukum yang berlaku dan tanpa
memandang motifasi dan tata cara pelaksanaannya benar atau salah. Jadi agar
pelaksanaannya terlepas dari peraturan hukum yang ada, maka dilakukan dengan
diam-diam dan dengan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan identitas dan

statusnya. Kepada petugas pencatat perkawinan wanita tersebut mengaku masih

N Soemijaty, Hukum Perkewinan [slam don {Undang-undang Perkawinan, cet. 2

{Yogyakaria : Liberty, 1996), him. 10.

? Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 3.



(8]

gadis atau perawan, padahal ia masih menjadi istri pria lain. Peristiwa ini
bertentangan dengan pemyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan
dengan orang lain 1idak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat 1jin
darn Pengadilan.s)

Selain itu di dalam KHI disebutkan :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang

wanita karena keadaan tertentu :
a. Karena wanita yang bersangkuian masth terikat perkawinan dengan

b. gggrllagg-wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

¢. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.®

Dengan demikian perkawinan poliandri yang dilakukan ditambah dengan
adanya pemalsuan identitas merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat
merugikan salah satu pihak karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya salah satu
pthak tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan kalaupun dilanjutkan
akan berakibat memburuknya rumah tangga dan Allah SWT. tidak menghendaki
yang demikian.”

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-undang no.l tahun 1974

tentang Perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri

suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan

) Jbid., pasal 9.

9 Instruksi Presiden Republik Indonesia no.l tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukunt

Islam Di Indonesia, pasal 40.

" Kamal Mukhtar, Azas-azas Hikum Fstam Tentang Perkawinan, cet. 3 (Jakarta : Bulan
Bintang, 1983), him.212.



hal tersebut, barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas dapat
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22
menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian
perkawinan yang tidak sah, tidak dengan sendirinya menjadi batal, tetapi harus
melalu keputusan pengédilan_

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah
tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarganya
masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan
oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini
untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh
instansi lain c;? luar Pengadilan Agama.”

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan furus ke atas dari suami atau istri
Suami atau istni

b

c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan itu belum diputus

d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya
setelah perkawinan itu putus.”

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata

cara pengajuan gugatan perceraian.

9 A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. | (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 1996), him. 231.

? Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 23.



Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan,'” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keputusan
pengadilan itu berlaku surut. Namun ada beberapa pengecualian terhadap berlaku
surut itu, yaitu :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau iétri vang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap
harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya
perkawina%n lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b
sepanjahg mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto vaitu
pembatalan perkawinan karena wanita yang bersangkutan diketahui masth terikat
perkawinan dengan pria lain. Kepada pegawai pencatat perkawinan ia mengaku
masih gadis atau perawan. Jadi dalam melaksanakan perkawinan ia memalsukan
identitas agar terlepas dart peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

hal inm penyusun hanya akan membahas satu putusan yaitu perkara nomor

76/Pdt.G/1995/PA. Pwt.

9 Ibid,, pasat 28.



B. Pokok Masalah

Dilthat dari latar belakang masalah yang sudah diutarakan di atas, dapat

diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam

penyususunan skripsi ini, yaitu :

1.

PJ

Bagaimana Pembuktian yang menjadi pijakan hakim dalam memutus
perkara pembatalan perkawinan

Bagaimana f)eﬁimbangan-penimbangan hukum yang dikemukakan
oleh hakim

Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan

perkawinan

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1.

Untuk menjelaskan pembuktian yang dipakal sebagai pijakan hakim
dalam memutus perkara pembatalan pérkawinan

Untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai
oleh hakim

Untuk menjelaskan akibat hukum dengan adanya pembatalan

perkawinan.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

1.

Sebagat bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin

meneliti masalah yang sama di lain daerah.



2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum Islam
khususnya hukum perkawinan.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan refleksi mengenai
efektivitas hukum Islam, Inpres. No. 1/1991 tentang Kompilast Hukum
Isiam (KHI), UU No. 7/1989 dalam kehidupan masyarakat Muslim,

khususnya masyarakat Muslim kecamatan Gumelar.

D. Telaah Pustaka

D1 dalam syari’at Islam, suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan
ketentuan syara’ adalah sah. Akan tetapi perkawinan yang tidak sesuai
dengan ketentuan syara’ mungkin batal atau fasid. Perbedaan itu dapat
dilihat dari segi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu batal apabila
perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang rukun-
rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan
perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang syarat-syaratnya.'"

Menurut M. Jamil Latief, perkawiran itu batal apabila perlangsungan
perka_winan itu sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun
perkawinan. Sedangkan perkawman itu fasid, apabila perlangsungan perkawinan
itu tidak sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan.
Dalam hal ini yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui sebelumnya
bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan. Hal itu baru

diketahui setelah terjadinya akad nikah.'?

ty M. Jamil Latief, Aneka Hikum Perceraian [ndonesia, cet. 2 (Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1985), him. 107,

5B Ihid,



Menurut Zahri Hamid, melaksanakan akad perkawinan yang tidak sah baik
karena tidak terpenuhinya rukun maupun sarat perkawinan, dipandang seBagai
perbuatan melanggar hukum, maksiyat dan berdosa dan perbuatan mungkar yang
wajib dicegah oleh yang mengetahuinya. Caranya bisa dengan mencegah
terjadinya atau mengusahakan pembatalannya. 5

Di dalam Undang-undang no.l tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38
disebutkan bahwa perka-winan dapat putus karena :

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas Putusan Pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan
perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan. Salah satu syaratnya adalah tidak mempunyai ikatan
perkawinan dengan orang lain. Dengan syarat tersebut: seorang wanita apabila
sudah tentkat perkawinan dengan seorang pna, ia dilarang untuk melakukan
perkawinan lagi. Larangan ini juga jelas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia pasal 40 yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain

b. Seorang wanita yang masth berada dalam masa iddah dengan pria lain

Y Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan di Indonesia, cet. 1 (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), him. 48,



c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Konsekuensi dari melanggar larangan tersebut,perkawinan yang terjadi
dapat dibatalkan. Dalam KHI. Pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila :

a. Seorang suam melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri

pria lain yang mafqud

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

Menurut BW atau Hukum Perdata pasal 27 apabila perkawinan itu lebih
dari seorang suami atau istri dapat dituntut pembatalannya karena mereka masih
terikat dengan perkawinan yang lama.'"

Menurut Lili Rosyidi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat itu termuat dalam Undang-
undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6-13. Selanjutnya dalam
pasal 32 terdapat kata dapat dibatalkan yang berarti boleh batal atau tidak
bilamana menurut agamanya masing-masing tidak menentukan fain. Dengan
demikian dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pengadilan harus selalu
berpegang pada ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan

pembatalan. Bagaimanapun jika menurut agama mereka perkawinan itu sah, maka

pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut. 13)

') Hilman Hadikusumo, Hukunt Perkenvinan di Indonesia Menurut Pandangan Hukum
Adat & Hukum Agama, cet. 1 (Bandung : Mandar Maju, 1990), him. 80.

Y Lili Rosyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, cet. 1

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), him. 83.
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Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan,
pernah ada yang membahas mengenai Pembatalan Perkgwinan Poligami Dengan
Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi putusan dan Penetapan PA
Ban}-fumas tahun 1997-1998) oleh Fairuz Mustaftq. Namun pembahasannya dititik
beratkan pada poligami. Oleh karena itu masalah pembatalan perkawinan dengan
adanya pemalsuan identitas istri ini masih layak untuk dibahas dan masth

diperlukan kajian lebih janjut.

E. Kerangka Teoretik

Segala aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan Khalignya
ataupun hubungannya dengan sesama manusia serta hubungannya dengan
makhluk lain sudah diatur dalam Islam. Sumber asast yang memuat segala sumber
hukum adalah al Qur’an dan Hadis. Namun hal 1 tidak berarti semua hukum itu
diterangkan dengan terperinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang untuk
memahaminya diperlukan cara atau alat untuk memahaminya. -

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan
keluarga dan rumah tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan
harmonis. Dilarangnya wanita untuk berpoliandri didasarkan bahwa kodrat wanita
sama sekali tidak cocok untuk itu. Seorang wanita hanya memiliki satu rahim dan
dapat mengandung (hamil) sekali dalam setahun. Apabila wanita itu memiliki
suami lebih dari seorang, maka janin yang tumbuh di dalam rahimnya terbentuk
dari berbagai sperma yang masuk ke ramm itu. Dan kemudian apabila anak itu

lahir akan sulit untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas anak

*
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tersebut, baik dari segi sosial, ekonomt maupun hukum. Dan akan sulit pula untuk
menentukan nasab anak tersebut.

Selain itu setiap wanita akan mengalami menstruasi selama 6-7 hari dalam
setiap bulannya. Demikian juga kondisi tubuhnya sangat lemah pada saat
mengandung. Dalam keadaan demikian, apabila seorang wanita memiliki lebih
dari seorang suami maka 1a tidak dapat melaksanakan tugas kepada suami-
suaminya dengan adil dl:sertai dengan kesamaan, batk dalam urusan rumah tangga

maupun dalam pelayanan seksual.'®’

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan poliandri jelas akan
membawa kemudaratan. Hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan dan

kemudaratan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

17
N ol
Pembatalan :perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada
pthak yang dirugikan. Karena perkawinan itu dilakukan dengan memalsukan
1dentitas dan jelas melanggar hukum yang berlaku maka perkawinan itu dilarang.

Hal in1 sesuai dengan kaidah :

'8} Musfir Al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta | Gema Insani Press,
1697), hlm. 78.

' Asymuni A, Ratunan, Meitode Penetapean Hukum Islam, cet.} (Jakarta ; Bulan
Bintang, 1986), him. 3.
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18)

2ilall gy i) g adladl (s a1

Apabila perkawinan itu disahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih
besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mudarat yang lebih
ringan, maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Ini didasarkan pada

kaidah ;

19)

Laglal il jl )y uda Lagalic o 9 ) (liuda (sl i 13}

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena
adanya pemalsuan identitas hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat
diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa
masih ada tkatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Di dalam al-Quran Surat al-Nisa’ ayat 24 juga telah disebutkan

20)

PS"':'T-“ CuShala ¥ o bl (pa MU

Pembuktian ada atau tidaknya pemalsuan identitas dapat menggunakan

alat-alat bukti sebagai berikut:

'®) Asymuni A. Rahman, Qo idah-qo’idah Fighiyyah, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang,
1976), him. 85.

9 Ihid, hlm. 30.

I ALNisa’(4) : 24



a. Alat bukti Surat atau Tulisan.
b. Alat bukti Saksi
c. Alat bukti Persangkaan
d. Alat bukti Pengakuan
e. Alat bukti Sumpah 2
Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya
dalam menganalisis f)ermasalahan yang ada dalam perkara pembatalan

perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan, dengan menguji
serangkailan hipotesa dengan cara-cara tertentu, sehingga hasil yang diperoleh

dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini
adalah :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, yaitu
dengan meneliti di tempat terjadinya perkara pembatalan perkawinan
karena adanya pemalsuan identitas istri. Dalam hal ini di Pengadilan

Agama Purwokerto.

M Aj Affandi, Hukum Waris, Hukum Kelurga, Hukum Pembuktian menurut Kitab
Undang‘wmdang Hukum Perdata (BW), cet. 3 ( Jakaria : Bina Aksara, 1986), hlm. 198,
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2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik,

yaitu dengan membenkan gambaran secara cermat dan juga

menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan perkara pembatalan

perkawinan tersebut.

"

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara
dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan juga aparat
yang terkait dengan perkara itu, dalam hal ini dengan Bp. Syahidi
(hakim di PA. Purwokerto), dan Bp. Sahirun (selaku pemohon dan
juga mantan kepala KUA. Kecamatan Gumelar).

Dokumentasi

Yaitu dalam memperoleh data, cara yang dilakukan adalah dengan
menelusun dan mempelajan dokumen berupa berkas perkara
pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama

Purwokerto.

4, Pendekatan Penelitian

a.

Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan
pada umumnya dan alasan pembatalan pada khususnya serta aturan

beracara di L.embaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama.



b.  Normatif
Didasarkan kepada teks-teks Al-Qur’an dan Hadig, kaidah-kaidah
usuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan
permasatahan yang diteliti.
5. Analisis Data
Dalam menganalisa data, penyusﬁn menggunakan kualitatif, dengan
proses deduksi yaitu dengan menganalisis data umum yang berkenaan
dengan perkara pembatalan perkawinan kemudian dari data itu diambil

suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi int dan dalam
pembahasannya lebih sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab
sebagai berikut :

Dimutai dari bab pertama yang merupakan pendahuluan, berisi tentang
latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada
penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan Untuk mengetahui
masalah ini belum dibahas dilakukan telaah pustaka. Sebagai landasan analisis
disusun kerangka teoritik. Kemudian cara mengumpulkan data tertuang dalam
metode penelitian dan untuk lebih memudahkan pembahasan disusun sisteinatika
pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pengertian pembatalan

perkawinan dan pemalsuan identitas yang tentunya mempunyai ketentuan hukum

‘_‘
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yang berlaku, dan untuk mengungkapkan adanya pemaisuan identitas perlu
diadakannya suatu pembuktian.

Setelah pendahuluan dan tunjauan umum tentang pembatalan perkawinan
dan pemalsuan identitas, pada bab ketiga ini penulis masuk kepada masalah
pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri di Pengadilan
Agama Purwokerto, yaitu dengan mendiskripsikan masalah perkara pembatalan
perkawinan tersebut. Dalam hal ini tentunya hakim mempunyai pertimbangan
hukum yang dijadikan pijakan dalam memutus perkara tersebut. Kemud:an isi
putusan perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah penulis mendiskripsikan perkara pembatalan perkawinan karena
adanya pemalsuan identrtas istri di PA. Purwokerto, pada bab keempat penulis
menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai Perkara Pembatalan
Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas, berupa analisis terhadap alasan
pembatalan, analisis terhadap pembuktian alasan yang diajukan dan analisis
terhadap pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim serta analisis
terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkara pembatalan
perkawinan tersebut.

Setelah menganalisis perkara tersebut, pada bab kelima yang merupakan
penutup, penulis mencoba menarnk kesimpulan dari pembahasan masalah ini dan

kemudian memberikan saran-saran berkenaan dengan perkara tersebut.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan

karena penggunaan akta cerai palsu melalui skripsi ini, maka penyusun

menytmpulkan :

1.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 76/Pdt.G/
1995/PA. Pwt. sudah tepat karena sesuail dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

. Pembuktian dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada

alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung
pembuktian.

Pertimbangan hukum vang dipakai oleh hakim dalam masalah ini
didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang
tidak terpenuhi dan melanggar syari‘at Islam serta melanggar hukum atau
peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir.
Hal ini bersifat sementara, artinya apabila persyaratan yang kurang
tersebut dapat dipenuhi, maka keduanya dapat menikah lagi.

Akibat adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan, seiain perkawinan
tersebut dapat dibatalkan juga orang vang memalsukan identitas tersebut

dapat dikenai hukuman pidana.

70
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B. Saran-saran

1.

Kepada para pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) hendaknya meneliti
dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan
oleh orang yang hendak menikah , jika dirasa meragukan kalau perlu
petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu
kepada pihak y.ang mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang
keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang
sebenarnya.

Kepada para pithak yang akan mentkah, hendaknya memberikan
keterangan yang jujur dan benar tentang keadaannya, agar di kemudian
hari tidak terjadi masalah dalam perkawinannya.

Bag pihak-pihak yang mengetahui bahwa telah terjadi manipulasi dalam
segala hal, khususnya dalam masalah perkawinan, hendaknya
melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini bertujuan agar
nantinya dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN
KUTIPAN AYAT, HADIS DAN KUTIPAN LAIN

YANG BERBAHASA ARAB

Halaman FN Terjemahan
11 17 Kemudaratan harus dihilangkan.
12 18 Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah

dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya

suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.

12 19 Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara
dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana
yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih rinagn

mafsadatnya.

12 20 Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang

kalian miliki.

18 5 Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu
yang menyenangkan dengan sengaja,

Akad vang mengandung pemilikan wati’ (bersetubuh)
dengan lafad mikah atau tazwij atau yang semakna
dengannya.

Akad vang semata-mata umtuk bersenang-senang

dengan kenikmatan perempuan.
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33

45

46

46

47

51

51

27

33

(5]

Akad yang diucapkan dengan lafad nikah atau tazwij

untuk memperoteh manfaat bersenang-senang.

Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau
(Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam

semesta.

Bukti diminta dari penggugat dan sumpah dikenakan

atas pthak yang menolak.

Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang
kalian miliki.

-

Kemudaratan harus dihilangkan.

Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah
dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya

suatu perbuatan, didahulukan vang mencegah.

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati di
antara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan
mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih

ringan mafsadatnya.
Kemudaratan harus dihilangkan.
Tidak tahu terhadap hukum di negara Islam bukan

merupakan suatu halangan untuk diperlakukan hukum

tersebut.

JH
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56

58

15

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu).

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu
orang-orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirtimu

sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu.

IT1
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Ahmad Azhar Basyir.

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928, dosen pada fakultas
Filsafat UGM Yogyakarta. Memperoleh gelar MA dalam Islamic Studies Dar El-
Um cairo University Mesir. Jabatan lain adalah pernah menjabat sebagai Ketua
Muhammadiyah, anggota lLembaga Figh Islam, Organisasi Konferensi lslam
(OKI) wakil Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam
Departemen Agama, dosen luar biasa UMY, UIll, IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada ilmu hukum.

A, Mukti Arto.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Selama karirnya di
Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah diembannnya yaitu antara lain :
sebagat Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, wakil
ketua pengadilan agama pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua pengadilan agama
pada tahun 1987-1989 dan sebagai ketua pengaditan agama pada tahun 1992-
sekarang. Selain itu juga beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai :
guru Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SMP/MTs pada tahun 1970-1975,
dosen Ull pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen 1IM
tahun 1989-1994, dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan fakultas Syari’ah
1IM tahun 1988-1993, dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-
sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu adalah : Figh Muamalah, Jinayah,
Munakahat, Mawans, Perbandingan Mazhab, Tankh Tasyn’, Ushul Figh,
Peradilan Agama, Hukum Acara PA, Administrasi PA, Praktek Peradilan, Agama
Islam, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

Al-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu Ulama besar, terutama dibidang ilmu figh dan
menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu guru
dari Hasan Al-Bana. Diantara karya beliau adalah kitab Figh al-Sunnah yang
menjadi buku wajib pada banyak perguruan tinggi Islam. Beliau termasuk seorang
ulama yang menganjurkan untuk berijtihad kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis.

Asymuni A. Rahman.

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931. Sekarang beliau
menjadi guru besar pada fakultas Syan’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga
sebagai staf pengajar tidak tetap di berbagai pergurvan tinggt di Yogyakarta.
Jabatan strujtural yang pernah dipangku adalah : menjadi wakil Dekan Syani’ah
tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1971-1975,
wakil Rektor 1AIN Sunan Kalijjaga tahun 1975-1980 dan menjabat sebagai Dekan
Fakultas Syari’ah tahun 1981-1984. Beliau mempunyai banyak karya
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tulis/menulis bennacam buku tentang Ushul Figh seperti : Qaidah-Qaidah
Fighiyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islain dan lain-
lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari
Presiden nomor 064/1975, pernah juga menenma penghargaan sebagai dosen
teladan dari Fakultas Syari’ah tahun 1974. Gelar Profesor diraihnya pada tahun
1991 di 1AIN Sunan Kalijaga.

M. Jamil Latief.

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1
Agustus 1929. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam
jakarta di bawah bimbingan Prof DR.M Hazairin. Pada tahun 1955, beliau telah
diangkat menjadi pegawai pada biro Peradilan Agama Departemen Agama di
Jakarta. Pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama
Jawa Barat dan Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan
Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama
DK1 Jakarta kemudian menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta.
Pemah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen agama
DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktur
Agama Islam pada Sekolah Umum Neégeri Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama 1slam Departernen Agama.
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1.

[y

L2

Daftar wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Sehubungan dengan perkara pembatalan perkawinan ini, dalam penjelasan
pasal 2 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak
bertentangan dengan hukum agama maka pekawinan itu dianggap sah.
Bagaimana hakim mensikapi hal int ?

Indonesia adalah negara hukum oleh karena ttu kita kembali kepada Undang-
Undang bahwa perkéwinan bila tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan,
maka perkawinan itu batal. Itu sudah menjadi aturan baku, jadi buat apa dibuat
Undang-Undang kalau tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Selain itu dasar

hukum pembatalan perkawinan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KH1).

Dalam hukum Islain, antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang
batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana ?
Pengadilan Agama menggunakan istilah batal, itu merujuk kepada Undang-
Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istilah bahasa hukum di
lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak ada kesatuan bahasa, maka
akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhirnya

akan menghambat pemeriksaan perkara.

Dalam pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan
tdentitas, bagaimana hakim membuktikannya ?

Pembuktiannya dengan alat bukti tertulis yang berupa antara lain surat nikah
termokon 11 dengan suami terdahulu, surat ketcra.ngan yang digunakan oleh
termohon Internet dan termohon 1l | surat nikah antara termohon 1 dengan

termohon I, juga pembuktian dengan mendatangkan saksi dan pengakuan

para pihak.

Al
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4, Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini apakah hakim hanya
berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk
kepada sumber-sumber lain ?

- Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hakim juga

merujuk kepada kitab-kitab figh yang ada dan yurisprudensi.

5. Perttmbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan ini ?
- Disamping adanya penggunaan akta cerar palsu juga termohon 1 ketika

menikah lagi tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

6. Pemalsuan identitas apakah bisa dikenai ancaman pidana 7

- Pemalsuan identitas dapat dikenai ancaman pidana tapi masalah pidana bukan
wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Masalah
pengaduan ke penyidik itu bukan urusan Pengadilan Agama tapi ttu urusan
para pihak yang dirugikan dalam masalah tersebut. Pengadilan Agama hanya
memeriksa dan memutus perkara perdatanva (perkawinannya) saja. Jadi
masalah pidananya dilimpahkan ke Pengadilan Negen yaitu mefalui

pengaduan ke polisi oleh pihak yang merasa dirugikan.

7. Terhadap tindak pidana pemalsuan identitas ini bisakah diadakan penafsiran
luas dari aturan delik bigami dengan menerapkan pasal 279 KUHP ?
- Bisa saja, tetapt itu bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang

Pengadilan Negeri. Kalau dari segi perdatanya Pengadilan Agama bisa.

8. Denda yng dikenakan pada pelanggar UU Perkawinan seperti yang disebutkan
dalam PP No. /1975 pasal 45 hanya sebesar Rp. 7500, apakah masih relevan
dengan keadaan sekarang dan bagaimana hakim mensikapinya ?

- Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibaca dengan “sekurang-

kurangnya” dan denda tersebut di atas bukan merupakan harga mati .

Vil
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9.

10.

11

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum,
maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa
akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini ?

- Hubungan suami istti menjadi putus, putusnya sementara kalau syarat
yang tidak dipenuhi sudah memenuhi syarat, mereka dapat menikah lagi.
Dalam hal ini termohon 11 harus sudah bercerai dengan suminya terdahulu
dan sudah menjalani masa iddah.

- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap menjad:
anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibataikan tersebut.

- Harta bersama (Gono-Gini) dibagi rata diantara kedua suami istri yang
perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau
disebutkan dalam putusan dengan alasan bahwa para pihak sudah

dianggap mengetahuinya (fictie).

Menurut bapak faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang memalsukan
identitas untuk melangsungkan perkawinan ?

Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam masalah hukum atau
mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah lagi denga prosedur/syarat
perkawinan yang rumit dan memerlukan waktu yang lama sehingga membuat
orang melakukan jalan pintas dengan memalsukan keadaan/identitasnya agar
1a bisa menikah lagi denan orang lain fanpa mengikuti peraturan yang ada
Tindakan seperti itu (memalsu identitas) dapat dikatakan sebagai tindakan
penyelundupan  hukum, artinya sesorang yang melakukan suatu
tindakan/perbuatan dengan maksud untuk menghindari aturan hukum yang
berlaku atau untuk mengharapkan akibat hukum yang diinginkan dan

perbuatannya tersebut.

Apakah dalam hukum lIslam ada aturan tentang hukuman terhadap pelaku
pemalsuan identitas ?
Dalam hukum lslam pemalsuan identitas digolongkan kepada hukuman ta’zir

yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim.

IX
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Wawancara dengan Bapak Achmad Sahirun mantan Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Gumelar

1.

B

e

Bagaimana awal mula terungkapnya kasus poliandri yang terjadi di
Kecamatan Gumelar pada saat bapak menjabat Kepala KUA di sana ?

Pada waktu itu, saya sedang bristirahat di salah satu ruangan yang berdekatan
dengan kantor KORAMIL. Kemudian saya mendengar obrolan mereka yang
mengatakan bahwa KUA tidak tertib. Saya mendatangt mereka dan
menanyakan perihal tersebut. Mereka mengatakan bahwa kok bisa seorang
perempuan yang sudah menikah dapat menikah lagi dengan pria lain sehingga
1a mempunyai dua suami. Kemudian saya memeriksa berkas berkas terdahulu
dan menemukan kebenaran hal tersebut.

Setelah itu apa yang bapak lakukan ?

Setelah itu saya memanggil orang yang terlibat untuk dimintai keterangan.
Dan kemudian saya mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ke
Pengadilan Agama.

Siapa saja yang dimintai keterangan berkenaan kasus tersebut ?

Pada waktu itu yang dipanggil dan dimintai keterangan yaitu Isro yang saat
itu menjabat sebagai Pembantu PPN Desa Kedungurang yang niemang
terlibat dalam perkara tersebut dan Kepala Desa Kedungurang.

Dalam kasus ini apa akibat dan keterlibatan Isro selaku pembantu PPN Desa
Kedungurang ?

Dengan kasus tersebut ia diberhentikan sebagai Pembantu PPN Desa
Kedungurang.

Bagaimana sikap Termohon | ataupun I mengenai putusan ini ?
Sepengetahuan saya mereka dapat menerima. Imi ditunjukkan dengan tidak

adanya upaya hukum lain, misalnya ; banding dli.
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Alamat : Jalun Laksda Adisuciplo, Telp, 512840, Yogyakarta 55229

Nomor
Lamp,
Hal

Tembusan disampaikan kepada Yth.

INS/UDS/PP.00Y 282 /489 1. Yogyakarta, .12 Maret 2081
Rekomendasi Pelaksanaan Kepada
Riset vih. Gubkermur Kepala Baerah TK. I

Assalamu’alatkum Wr. Wh.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur. bithwa untuk

kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Temeatalan Perkavinam Kerema

T O T

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan  memberikan REKOMENDASI  kepida

Mahasiswa kami :

Nama . Avaluddia Nur Iwowew
Nomor Induk o oL312e62

* Semester t LRIV e
Jurusan . Percdilem Agems

Untuk mengadakan penelitian {Riset) di tempat-tempat sebagai becikut :
. Pengasilaw igaze Purvekerie

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada dierah fersebut di
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PEMERINTAH PROPINS| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomer : 070/833 Yopyakarta, 20 ilazel 2001
Hal v Kelerangan Kepada Yih.
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Up. Ka. DIT. SOSPOL SHRALG,
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Nomor L THS/1/DS/PP.009/283/2001
. " Tanggal © 15 Haret 2007
Perihal P ijin ponclitlon

Setelah mempelajari rencana penelitian/rescarch design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan
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VU Kepita- -{p\tora Sosial Politik
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PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosal.net.ld
Semarang

Semarang, 21 Haret 2001

. o Kepada Yth. :
Nomor : Rj1315/P/‘III/2001

Lampiran : 1 {satu) lembar.

Perihal i Pemberilahuan tentang
Pelaksanaan Research / ] : ‘Papati Banywsss
Survey. )

Menarik Sural Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, fanggal :
B T Tt S VL, S Nomor : R/ A3/ P11 200%. ... dengan

hormal kami memberilahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey

alas nama :

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam sural Rekomendasi Research / Survey
. BAPPEDA “Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langhkah-langkah persiapan seperlunya,

sesuai dengan kelentuan yang berlaku,

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

TMNGGAL - 2% Ay Duryt KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN
NowoR 070/ 4@ s (23 u.b. Kabid Litbang
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PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ji. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546402
Kode Pos 50132 e - mall : bppdjlg @ Indosat.net.ld
Semarang

L DASAR

II. MENARIK :

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomoer: R/ 1315/8/113/2001

: Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :

Bappemda/345/VIII/72.
1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

19l. .29 - Maxet 2007 e rrreerearnrenn: 0. 070/ . AGEG/TTTSROOY -+ +-everreeerssveans
2. Surat dari . Dekan, Fake. Syaxiah . TAIN. Sunan. Kalld joga Yogyakarta...........

tgl. 20. Maret.2001................c...... NOmMOr OPABB3 ..o

. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan
TIDAK KEBERATAN alas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah
vang dilaksanakan oleh :

1. Namna : AWMALUDDIN NUR IMAWAN
2. Pekerjaan : MBS
3. Alamat © JLe BARWODADI V/01 PURWOEKERTO
4. Penanggungjawadb : Drse He FUAD ZEIN, MA
5. Maksud tujuan ! UNTUK SKRIPSI DEMIAN JUDUL
fesearch/SUrvey  WPEMBATALAN PERKAVINAN KAREHA ADANTA PEMALSUAR IDENITTAS ISTHI®
6. Lokasi

' Eabe Banyumas

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Permerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa

Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

........................................ 23. Maret. . a/d. 23 APFAL. 2000.......c.coii et

TEMEUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.

3. Kadit Sospol

Dikeluatkan di: SEMARANG
Pada fanggal : 21 Maret 2001
An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

Pemerintah Prog. Jawa Tengah




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp. 632648 Fax. 632548
PURWOKERTO KodePos53114

SURAT IJIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY
Nomor : 070,1/108/III/2001

I, Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Badan KESBANGTIBIL.INMAS Kabupaten Banyumas
Tanggal 28 Maret 2001 Nomor :  070/110/I11/2001
Ketua Bappeda Prop Jawa Tengeh tgl. 21 Maret 2001
Dan surat dari No. R/1315/B/111/2001

I, Memberi ljin Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey dalam Kabupaien Banyumas yang
dilaksanakan oleh :

l. Nama . AWALUDDIN NUR IMAWAN

2. Pekerjaan * Mahasiswa

3. Alamat : Jln, Sarwodadi V/Ol Purwokerto

4. Penanggung Jawab : Drs, H. FUAD ZEIN, MA

5. Maksud Tujuan : Skripsi "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADAYA
PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI™

6. Lokasi . Kabupaten Banyumas

7. Peserta -

Ill. DENGAN KETENTUAN :

a. Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey tidak disalahgunakan untk mjuan terentu
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April 2001

n e

Demikcian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunaian seperlunya.

Purwokerte, 96 Juli 2001

An KETU A,

FITER

~ Ty T o

Ji PRIHATI, SH
NIP. 150210321

XVi



DEPARTEIEN AGANA
KANTOR URUSAN AGALA

KEC. GUMELAR KAB, BANYUNAS

Surat Keterungan

Nomey 3 MK, 19/K.22/00.03/93/200

Denazn ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di
bawan ini :

Nama : Awaluddin Nur 1imawan

NIM - t 94312002

Fak/Ins : Syaritsh/IAIN sunan Kalijaes Yoryakarta

Jurusan : Peragdilan Agaua

Alanat : Jl. Grinjing No. 9c Paprinzah Yogyakarta

Telah menpsdakan riset/psnclitian di XUA kec. Gumelar dalam
ranzka senyusunan skripsi dencan Judul : "Pembalalan Perkawinan kard
na Adanyn Prmalsuan laentitss Istri Studi Putusan PA. Purwokerto Fa-
hun 1994-1999".
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SATINAN PUTUSAN
Nomor t 76/7dt.G/1995/PA.Put,

BISMILTAAHIRRAIMAANIRRAHIIHN
DEWI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAHG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadill perkara per

mohonan pembatalan perkawinan pada tinghkat pertama telah men

jatuhkan putusan dalam perkaranyn g =--—we=

ACHMAD SACHIRUN bin SABREJO, umur 49 tahun, agama fg=e
lam, 8alalny Feonla KA ¥acawmatan Guuwelar, tempat tinge
gal ¥elnrahan Pacly ¥idul, Kecamatan lurwokerto Larat,
Kabupaten Tanyumas, selanjutnya dinedut § “PEMOHOWY,

Penpgadilan Agama terssbut § =w—we-—reee- - -
Telah membaca surat=surnt perkara § =-—-= - -

melah mendengar kKeterangan plhak bernerkara dan semua saksl

dimaka =eraidanran § e ——— —— -

TEXRAWT DIy ira ViRV Ay

Menimbang, bahwa Pomobon dan:an der tuya tartangal 25
Jonuarl 1995 yanv kemadi-n terd afvﬁrwpq i Kepaniter: an Pong
‘a"l“

adilan Agama den an nomor i 76/”d Q?%Jk~r/kﬂ.Pwt. yang 8e =
2. memberlkun kKe=

1., Bahwa neorqn}’ﬁeQQEQQ w STO bin SANTL#A, umay 35 tahan,
agami In Lamn‘ne§@rjnan Tanl, tempnat tinrzal Desa Kedung=-
nrano, ¥Yeo ?@égh Luglor Kobupaton » nyumns, yang solan=
Jutnya dise? gk/é;rmohon I, tulah melangsungkan pernikehe
an den an XKAWILEM bint{ ALUUT dihadapae Pejabat KUA Ee=
camatan Gumelar, ¥abuosten Lanyuma: jpada tasggal 19 Jund
1993 Akta Mikah Nomor ; 144/AGAT/1993, dalan kedudukan
mermohon I duda ditinggsl matl isteri terdahulu JASIYEM

dan KAWITEM DParawan, —=e—————me——ee-—o -
2, Rahwa sejank Termohon I wonilkah sdenszan KAwILEd sempnl sew
karang belum vernah terJadi perceraian, —— e

% . Bahwa Termohon I telah uenikah lagl den:'an soorang wanita
nama KARSIWI binti WA=SIDI, umu, 20 t hun, agoma fslam,
pekerjaan Tanil,temvat tinpgal Desa ¥edungurang, Kecamate
an Gumelar, Yabupaten hanvasns, yang solanjuinys disebut
Termohon IY, Perninlan tersebut dilakukan dihbadapan Pe=
jabat ¥UA Kecamatan Gumelar, Yabupa:. n Banyumas pada =
tanggal 3 Jual 1994, Akta Nikah “lomor; 120/2C/VI/19%4, =
dengan wall ~yah kanduong naga WALSIDI, dalam kedudukan =

gebagal sseses
XVl

i——-aiE



T

(2)

getagal " duda ditinrza1l mati JASIV-¥ v, dan Termohon TI
" perawan M, ecewmc e e ——— -

Bahwa yang benar adalah wukitu Mermohon T mev. ah dengan
mermohon IT bukan berkedudukan ¥ duds ", melainkan beris
terl dengan YAWILEM, Scdang Terncroun IT bukan "perawan®,
melainkan bhernuari, vakni menikah denjgan SARYOTO bin SAN

YUSA, yang dilakukan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Gue
melar. juga, pada tanggal 19 Juni 1992, Akta Wikah Nomors

121/44 /N1/1992, yang sampal sekarang belum pernah terja=
di nperceraian, v e -
Bahwa dengan demikian Termohon I telah melakukan poliga=~
mi liar, menikah lagi tidak sesuanl dengan prosedur yang

berlaku, yaitu tanpa 1Jin dari Pengadilan Agawma, sedang

Termchon IT telah melakukan poliandri, yaitu mempunyal 2
orang suanl, =e-vecccccacmacnce——- -
Bahwa Pemohon mengetahui kejadiqn terachut karena seba -
zal Pecjabat bara d1 KUa Kecwmqtqn Gumclor. Pemohon meme-

riksa berkas-berlkas perntmah1n tﬁﬁgn»%pnv 1zlu. Ternyata
mlm‘

anlmn, Termohon I -
ol tnbun 1994, =eeeee

TRahwa cenudian Pemaxon : ;ufz;pf' Tarmolion I dan Tormchon
IT sorta Kepnla Deaa Vggﬂh rang untuk dimintai keterang
\ _- tatas prakarsa, rakayasa, bantuan
dan tang pungﬁg;z%p antu “Pd Desa Hedungurang, bernama =
ISRO yang men akan bahwa Terwohon II sudah dicerailkan

dari suaminya SARYOTO dan Termohon I sudah diceraikan de
ngan laterloya KAWITEY, w—=roe- -— ————

= Bahwa hé#pdasar hnl-hal tercebut dintas maka Pemohon mohon

kKa
|

pe

agar Pengadilan Agama mongadili dewran menjatunkan putus-
an gsehagal berikut @ -=- ——ia -

1, ¥enrabulksan permohonan Tennhon, =——--

« HMembatilkan perkawinan antora Perwouon I HARTO bin SAN

T» A dengnan Termohon TT KARSINI biotl JARSIDI , ew=——we-
7. Monetapkan tentane pembayvaran Linys serkara lnl, see=-
1¢ *tru ~em erilan mutuz n 1- 10 menn: at hukus doen an ge =
Adil=nd{lnya, ee——e—c mm e dr e e ———— ——————

sentmbhany, hahwa Majlin iakin telah berusnha mendamaie

n ontara Pemohon denrcqan Termolion, »inv tetapi tidak berha
1, sehinzga dibacakan permohonan ini yung fsinya tetap di
rtahankan olcoh Pemo' on, =wrwem—cwmec—ec—an

Menimhang, eese

XX
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Menimbang, brhwa ates keterin n, .kwoan dah wadsud =

memohon tersebut, waka Yermohon I omboerikon Jawaban cun =
tavggapnn desran mengangkal cuupab, yoop dopat dlslupulgan
gebazal rterilut ] e o e e e e e -

Tahwa Termohon I novaash wmonikah den oo JASIYEN yong Reluw
dian JASTYEM maningral dunia naga tohua 1963, wm——wecem—-
Bahwa surat kematian JASIYENA dipergunisan oleh feurwchon I
untu't menikah lagi denyan YaWiLEE di KUa Kecawatan Guuelmr
tahun 1993, yans hingza sekariang bel.:. pernah terjadl pex
ceralan, - ——— e e e -

Bahwa benir pada tanggal % Junl 1994 Tormohon I menikah =
lagl dencan YARSINI (Termohon IX) i KUA Kecamatan Gu=
melar juga tanpa 1J]in poligami dari Pongadilan Agema, da=
lam kedudukan Termohon T sebagai " dudn * dan ARSI (Ter
mohon IT) " perawan ", Setel - menikah Termoho: I telah =
melakukan hubunpan kelasln domnran Termonnn IT . w=—m—e—ceee
"K\HIEEM, penghulunya
wiyan Terwoh:on TIT
(vuu MI) mergaulunya Lo1e-Sakeilk Vi P AR CLpp—

Hohes waktu Termahos T aculkoh deng
i-lal Pak WiRT, redang wﬂkfu nen’

- Taher yoang mengurus nnrnt-curﬁt u
gnng Jawab perntkabiag merﬁehh%
Pombantu PPY Desa chuniw

% menliah dan menang-
< dgaien fermohion IT adalah
*, bernnwa IHRA, don Kepala =
an hahwa Tormohon I dudah dice -
a, CAWILEM, Termohon I diberi surat
enikah model W1, sobngal duda ditinggal
matl, dar diberi surat kemwatinn isteri Termohon I terdahu
lu yaltu JASIYUM, Sedang Termohon II diberikan surat kete
rangan untuk menikah model W 1 dalam kedudukan sebagai =
% perawan %, -—
= Bahwa Termohom I telah memberikan imbalan " dasa " keppadae
pembantu PPY ISRA dengan memhayar untuk percaraiannya pex
tama Ro, 90,000,= kedun Rp, B0,000,- Juwluh Rps, 170,000,=,
Sedang untuk pernikahannyn to, :1004000,- {(geratun ribu =
ruplah). —————

Desa Yedungurang.vnﬁam
raikan den"ahVi §
- ketoranran unt

Menimbangz, bahwa Termolon II memberikan xeterangan de-—
nran menganpkat sumpah, vabg dapat disimpulkan sebmgei bew
rikut - - ——————— ———

- Bahwa benar Termohon TI t«lrh menllkah dengan SARYOTO bin
SAN YUSA pada tahun 1992 J1 KUA Xecamntan Guuelar, dan -
samwpal sekarang belum pernah terjadl norcoralan, ww——w—w-

- Bahwa benar Termohon IT menik h lagl dengan Tormghon I pa
da bulaa Januari 1994 di KUA Vecamatan Guoelar jugza, dal-
am kedudukan Terwmohon TI " perawan " dan rermoton I duda

~ ditinrgal mati Setglah menikah Termoihon IT telah hidup =
bersami eeeves

XK
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bersami denran Termoton I numsal sexaran ) dan telah mela=-
kukan hubungan Keliuiln, s—ee-——m—-coc—cwmmamosoosssenems
- Bahwa Termchon IT sekaran; baru m-._ﬁtuhui bahwa "ermohon
I bukan dude, melainkn beristeri denoan KAVIL i, eeme——e
« Nizhwa yng mengurus pornilasan Toym:i. o I« dgnzan Tarmotmn
T, surat-curat d.n sebagalay.y adales peabentu YN I5TA.
vt -aya Termonon T rulnh hercernl duw o AAWILEH, ===swee-

veninban , bahw VASTLEN memborllkon keterangan cengan
mengan At soapah, nebar il dorinut ) meeemmmeee s s ———
- Tahwa henar KaWITEe adelns isterdi wer.w oo I yung pernlku

hanny dilakukan di K24 7= cmotar Cumalor o da tanpgual 7
Junl 1993, denran wali takim, kareas .y i kK.ndung, kakek
dar wall nasah yan lein ticak ads (0 o9iaopzal dunid) pe=ee
-~ Babws setolah menival VoL L PR solum -er:ch nubuagan kela
min dengan Termohion T, ~erolusaiig o d., MaOun baluzm pers
nah terceral, —=—weecccea—- ————— e e m e e ——
Bahwn Bensr Merachnn T Lel o cenli:h 1oL dancon Tormoeon

IT yanr menccsus werail oo tvr"}?.
bapaifdnya adalah Turn.'w

y surat-surat doan ce=

Lt \cxnlm ol

)

[nea Dakwa Terwmpohon
I telah borceral denrnn o aanberlkan surat

Xematian isteri vargan t'|%%@“1 A [ulia, =——ew—sccvew=

YU UL, amr @Y tehoun, -

dunpurwnﬁ, Kecamatﬁpsﬁﬁm- ar, membecrllan keterangan denpan

mengangkat u@pﬁ%ﬁﬁ% 7 dapat disimpulkon sebag: . berlkut ¢

- Bahwa ISRA eral dengan Terwohon T, “ormohon IT dan KAWILEM,

~ RBahwa betul Téermohion T telah menikah dengan KAWILEM Kemu=
dian menikah lagi denmsin Termohon II dalam kedudukan Terw=
mohon I gebagal " duda " dan Termohon IT Sci:aei"perawan',
Palam pernik-hnn tevasbut tanpa ijin deril Pengadilan Agama.

« Fahwa benar I3RAN vang menpurun surnt-ﬂnrlt dan yang mengg
juknn pernilkahan Termoton 1 den;an mormohon IT. ISRA yang
mentuat surak keteronsan wadel 7 1 bari Termohion I d an
Termohon IT $an~% dimintaknn tanda tencan Kepala Desa Ke=

dungurnng g et e e e e e v e e e e s -

AN

Tenar pula ISRA vnng mengatakan bahwa Terwmohon I sudah ber
ceral denzan XAWITSM dan Termohion IT sudah bercerail dengan
SARYOTO, dan ISRA pula yang mengusahakan surat kematian -
isteri Termohon I JASIYEM, == e -

- Bahwa bhenar untuk peynikahan Termohon I dengan Termohon LI
tersebut ISRi memrperoleh imbalan uang dari Terwokon I se
besar Ry, 100,000,-, -- ——— :

- Bahwa ISRA melakukan manipulani (penipuan) tersebut kurena

Tormohon I saes
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‘Tgrmohon I herkali~%sli datanT =i-t: rolong bagaimana daw-
.nqtnva menitah den~on Termohon TT, NANTQ (Termohon 1) mem
punysl anek 7 orang dz=ri perthwinannye dengan JANIYEM -
yang mémevlukan vensrzanti Tou untuk merawat wereka, S =
dany Termohon I denran interinye XAUIL .G cudrh lama berni
anh, kelilhsotan tid-% rubuan, sehin~en IARA mengon:-gap 8u =

G0N DOTOOTAL, mrmeramr e o cs o v e e sm s s o e 2o o e 0 o e et a5

“enimbang, bahwa untuk meneguhkan ¢111-dalil permonoe
nannya, %ecunli keteranpgan Teruohon I, Termohon TI, KAWIIBH
dan ISRA, Pemohon juza menirajukan bukti ~arat-su at sebagal
berikut | —eeccm—macra e e e —————— ————————
1. Foto cony Daftar Pemerlkiaan Hilkadl {.v. o0l [ Juni 1993 =-

"\ Womor 130/24/9% rtan npea Cermonon T don an FAWILER,yaung

0 dltandal dengan DLl eememm e e e e e e 2

(2 e Foto cony vaftnr Yeweri'ic - it-~bh toweral 2% el 1994 -
Somnr : 1°1/728/%/74 o - “‘1"‘P”W'hﬂ" T dnn s Termohon
T, vo dit-omdail deo ",z-—-,-., \

e Toto cony gurat e ero -'1/u%ﬁﬁ i;//) del .1 atas na
.3 T¢rmotcn T dar: r-uﬁﬂ ﬁt?g. e, 1100 -

e Tt ey ot S A gy B ket P e

ol 19%4 Yomae O, ‘Tf 1« T T e dal donpon U e

Yaer genyatoian, - \;Qh T T Yt B o N L AR AI I SVLS LW §

_ bl ~—~--;-;--,\;:§ 7/ ------ o e
4, Toto com ‘p§§é§ o o itak o gile sreadal el atas na

ma Parmoho dennla Vesa degen orang, benggal 10
“el 1994 omoey: VL4 UA-YVIA/Y, yan Tondal dongn P4 .
-YWPT memysrtakan o ahu Te-wohon TT 05 nusaya rerawdll, e

5. Yoto co=y naftar ererlto. o flloy 4Looal 2 Junt 1992
Toaor + ANT/92 ata:r oo - wervacien (¢ dun s A 0T0 bin

SN YTJSA * 1/;'1“'._): d 1t.'".n'\|‘ ni doy mn P'S S i bt 8 e e et e s e g S

Foto copy tersebut {elah divecurivan don o aslinya dan ber

mﬂtcr?_i [nd¥] "{n Ty "ot e e e e A 0 o e e o

! T

e
RSURAG i Y

HMenimbone, baliva miksad Jdan tuja:n sermohonin Pemohon

adalah sebagzaliama divral'sn Gint B, cem—- ———

Menimbang, bahwa e dasa dalwa Fawabon, pengakuan Ter
mohon I dan Termohon II, kel.ranrun ualwl, KAWILed dan ISRA
dan bukti surat=surat yang dizjukan Pemshon, maka telah texr
‘bukti dan ditemukan fakta balwa Termoion T itelah :senikah de
ngan Terwohon IY pada tanrval 3 Januuri 1994 bukan dalam
kedudukan sebagai duda ditingeezl mati, melainkan bersiteri
dengan KAVILEY, sehinggn Teruohon I telah melakukan poliga-
mi tanpa 1Jin Pengnadilan Agama denzan acmalsukan data Térqg
hon I, sedang Termohon IT bukan berkcdudukan sebagal perawen,

melainkan ssea

XX
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welzickan yang ben, r adalah he.ouanml denyan SARYOU0 hin =
SAY YUSA yanr wmenikeh tanzeal 19 Junil 1992, sehin za Termo
hon TT talah melaknkan soliandpd (Lercumei lebih dari sp =

orangz) denzan mwemalsulian dats Teraochos TI. - -

ifenimbang, bahwa denran demillan Tsruohon I telah me=
1an7rat kKetentuan Und:n ="' daag “omor 1 rahin 1974 pasal
§ ayat (1) Yo Yompilasi i'ukum Islam pasal 56 ayatb (1) yang
menyatakan bahwa su~mi yant hendak beristeri lebih dari sg
ovang-harum mendapit 1jin dari Peapadi‘an .g2un, Schingga
berdanar ketgntusn nasal 55 ~yat (3) ayat (3) Kompilasi Hu
kum Tslam perkawinan antara Teramohon I dengan Teramochon IX
,ﬂ“§idak mempunyal keku tan hukuil, =—=mc-—s—cmeswe—o- -
-ng Menimbang, brhwa berdasar Ket.ntuszn Koppillsel ijukum I8
"“J m pisal 71 hupuf {a), waka suatu perkawinan dapat dibatal
'VZin apabila @eorang suami m:lakukan poligami tinpa 1jin Pe
ngadilan Azama, - e o em

“enimbang, bahw:r mermohon TI«ﬁuq relah melenr-ar sya
rit~t Tslam, '"'ndang~Tndans ?wr&ﬁ“ﬂ;%w wn 1974 ~ aal 3 dan /N
Komvilazi Mokum Tslam p;;ii KO %wenthns agas wmonogaml, yail-
tu yanz menyatakan “-bwaquqrﬂn_

mi lebih dori Geoqpnﬁ:

winits tidak boleh bersua [v-

“p berdnnar Xetentuan Kompila
“lnwinam or ohon IT denznu lupr=

si Tukum Tslam pﬁ.@&qh _
mohon T dapnt dw%ea/ e e

T,

a} a berd onr ketentuin Un‘ﬂ~p—undang Ncmooxr \\
1 fohinn 1974 j?nl 7% ‘upuf (c), maka Pouolop © sclaku Pe-
Jabat yan~ bervevnanr necicawasl pelakaroan cerkawilona wenu

rut Tardanc-~"=danp (P““’Vﬂ'ﬂl“ 7Us Kocan-tan suwelur) dapat

e jukan permohanan o miataln perlewiocn anbtars ermohon

T denran “ermohon TT, == ——m—mcc e ma e -

“enlmzang, bahwa Jdon oon 3 auilklon sorochoman Pouonon tg
lah memenuhl a arat- yvoratnya, se- tare dapat diwabalkon,

Menlmbioar , Yol Beraoc ot Bp' oo Loaan = oad e, wolor
7 tahun 1 87 aazal 82, n:o .aobhon dib-Hasd uegbayar semua

bizya ang timbul dori serkara indl, —mrvrcmmmmcm e ——————

Moenzingnt, ce rala peratur o pecundans-andan: o dun da-
1il s oetl ang ada kniton ;o deasan perasononnn (gosuos tel

Spb 11" ¢ T et e e e e e A e e LD S S A R R A o Y S e A | A
BRI RN T VR S T
1., Hen =bhalkan nerwo noan m hon, geee—- b e e

2. HMembatalkan prrimwinne Tercoabkon T R0 bin 32UTENA deng
an Termchon IT KARSTHI binti ARSIDT yony dilangsunpgkan
di [ S B W)

XX
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di XJA Kecamatan fumnlar nada toneral % Juni 1994, Akta
Mikeh Tomor : 120/20/~T1/1994, berkennan denran keadaan
Termohon TT ba'da sulhul sedans suci 4 h ri, =—eecc=—e-
3, Menghukum Pemohon untuk membovar cewdi biaya ynny timbul
d=ri nerkara ini vyonzx hinzre sont Ind diblituns cchbesar
Rps 76.500,= (Tujubpuluhenarribe limzratus rupiah), —e-=

Nemiklanlah Putusan perkara ini dijutuhizan dl Purwo =
kerto, wada haril Tamils tangral 6 aprll 1095 #m, bertepatan
dencan taﬁﬂgnl 6 Dezulgatdeh 1415 1, oleh haml ¢ Dra,BASIRAN
YUsU'w, SH sebhagal NMakim ¥etaua, Drs, s¥raicl, Sit dan -
nrs, MUTTADY, masivz-rasing sehamnl Unkim 'ngpota, s e r t a
UBJI THIMATY, BA sebtngai Manitere Penviiatl, den pada hard

itu juga dlucapkan dalam cidang terbuka untuk umum denzan
gibtadirl oleh t kuasa Pemohont,ﬂégﬁgéig I dan Terwmouon 1I.

.',l'

N
/;yﬁigfﬁ%ggf
&

Ay

Wh Y IRAN WL T,

1)

AT Ayr‘f@g::& // KT ANGGUith
o QQ%Q ,//
xw . ttad
rre, f;\N l /1 ' Dra, MINTALT
N7

FAMIWORA  PRNOUC UL

t4had
UPRJT IHTUADT DA

Perincian blayz verkara i

1. Pendaftaran CVAG IS IO GIIETIERNLIGRITIANTS Rpo 200009"'
2. Tain~-lain atos perintah Ketun .eceevevoosns Rpe 19,500,=
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